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Abstrak - Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren
Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi konsep
akuntabilitas pondok pesantren berdasarkan perspektif amanah.
Metode - Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal pada sebuah
pondok pesantren. Beberapa pengurus pondok pesantren dan santri
menjadi informan untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas.

Temuan Utama - Penelitian ini memformulasikan akuntabilitas berba-
sis amanah. Formulasi tersebut mengandung nilai religius dan spiritual.
Akuntabilitas ini didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang
berorientasi kepada Tuhan untuk menciptakan dan mendistribusikan
kesejahteraan dan nilai tambah bagi santri, pengasuh, pengelola, ma-
syarakat, dan alam sekitar.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini berhasil menginte-
grasikan data empiris akuntabilitas dengan konsep amanah dalam sha-
riah enterprise theory. Konsep akuntabilitas berbasis amanah dapat di-
transfer menjadi praktik akuntabilitas pada berbagai organisasi berbasis
syariah.

Kebaruan Penelitian - Akuntabilitas berbasis amanah merupakan kon-
sep baru sebagai kekhasan pondok pesantren.

Abstract - Trust-Based Accountability in Islamic Boarding Schools
Main Purpose - This study aims to construct an Islamic boarding school
accountability concept based on a mandate perspective.

Method - This study uses a single case study in an Islamic boarding
school. Several boarders of Islamic boarding schools and students became
informants in constructing the concept of accountability.

Main Findings - This study formulates trust-based accountability. This
formulation contains religious and spiritual values. Accountability is de-
fined as a form of accountability oriented to God to create and distribute
welfare and added value to students, caregivers, managers, society, and
the surrounding environment.

Theory and Practical Implications - This study succeeded in integrat-
ing empirical data on accountability with the concept of trust in shariah
enterprise theory. The concept of trust-based accountability can be trans-
ferred to accountability practices in various sharia-based organisations.
Novelty - Trust-based accountability is a new concept as a peculiarity of
Islamic boarding school.
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Akuntansi sebagai proses akuntabilitas
memiliki peranan penting dalam setiap or-
ganisasi, termasuk pondok pesantren. Ika-
tan Akuntan Indonesia (IAl) dan Bank In-
donesia yang telah menerbitkan pedoman
akuntansi pesantren menganggap pesantren
sebagai entitas syariah. Pedoman akuntansi
pesantren tersebut mengacu pada Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akun-
tabilitas Publik (SAK ETAP). Acuan terse-
but mengindikasikan bahwa SAK ETAP,
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Syariah, dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK) Syariah tidak
dapat dilepaskan dari proses konvergensi
International Financial Reporting Standars
(IFRS) sebagai basis penyusunan SAK di In-
donesia. Entity theory menjadi acuan dalam
penyusunan SAK sebagai konsekuensi kon-
vergensi dari IFRS yang diterbitkan oleh The
International Accounting Standards Board
(IASB) yang secara tersirat mengadopsi enti-
ty theory (Mourik, 2014). Apalagi, selama ini
model pengembangan standar akuntansi di
Indonesia berdasarkan pada kebutuhan dan
bukan pada pengaturan kelembagaan se-
perti di United Kingdom (Mukhlisin & Anto-
nio, 2018). Bahkan, Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) sebagai asosiasi rujukan dalam pe-
nerbitan PSAK Syariah di Indonesia terlibat
konflik untuk tampil islami sambil memper-
tahankan kepentingan elit muslim dan barat
dalam harmonisasi akuntansi internasion-
al (Borchgrevink, 2020). Belum lagi mereka
dihadapkan pada anggapan bahwa standar
akuntansi syariah terpisah tidak diperlu-
kan sehingga organisasi berbasis syariah
seharusnya tetap dalam kerangka IFRS (Mo-
hammed et al., 2015) dan hanya fokus pada
basis akrual sebagai pengganti basis kas
(Siregar, 2016). Konstruksi konsep akun-
tabilitas dan akuntansi perlu menghilang-
kan fobia melalui refleksi peletakan tauhid
sebagai landasar berpikir (Kamayanti, 2016)
untuk mengatasi permasalahan penerapan
standar akuntansi yang terpaksa (Hossain
& Alam, 2016), pengutamaan adaptasi kon-
sep modern (Iswanaji & Wahyudi, 2017),
kesulitan implementasi standar akuntansi
pada organisasi berbasis syariah (Taufiq &
Hatmawan, 2020), termasuk dilema konsul-
tan bisnis terhadap standar akuntansi yang
dihadapkan pada pertimbangan moral dan
norma (Saputro et al., 2020). Hal ini karena

konteks Islam dapat menghasilkan konsep
akuntansi dan akuntabilitas yang berbeda
dengan konteks sekuler (Choudhury, 2019).

Akuntabilitas meningkat ketika akun-
tansi dapat memfasilitasi pertanggungjawab-
an kegiatan organisasi kepada stakeholders
(para pemangku kepentingan). Pemangku
kepentingan menjadi pembeda utama antara
tiga konsep teoritis akuntansi modern, yaitu
proprietary theory, entity theory, dan enter-
prise theory. Akuntabilitas pada proprietary
theory fokus pada individu pemilik perusa-
haan, sementara entity theory fokus pada
kelompok individu sebagai pemilik modal,
dan enterprise theory lebih mengedepankan
masyarakat (Triyuwono, 2012). Enterprise
theory dianggap lebih baik dibandingkan dua
teori yang lain sehingga dimodifikasi menja-
di shariah enterprise theory (Hermawan &
Rini, 2016). Konsep shariah enterprise theo-
ry (SET) lebih luas dibandingkan enterprise
theory, yaitu pusat akuntabilitas kepada
Tuhan, pemangku kepentingan (direct stake-
holders dan indirect stakeholders), dan alam
sehingga berkonsekuensi pada penggunaan
konsep nilai tambah dibandingkan konsep
laba (Novarela & Sari, 2015).

Pengembangan SET berdasarkan pada
konsep amanah mengindikasikan bahwa or-
ganisasi merupakan instrumen yang digu-
nakan oleh manusia untuk mengekspresikan
kekhalifahan manusia di bumi untuk kese-
jahteraan pemangku kepentingan dan alam.
Konsep amanah berkonsekuensi pada zakat
yang menegaskan bahwa tujuan organisa-
si berorientasi pada nilai tambah bagi di-
rect stakeholders dan indirect stakeholders.
Konsep yang sama juga menekankan bah-
wa akuntabilitas islami berorientasi kepada
pemilik, masyarakat, dan Tuhan, melalui
formulasi current value balance sheet dan
value-added statement (Triyuwono, 2012;
Umar & Kurawa, 2019). Konsep amanah
dalam SET yang menawarkan konsep akun-
tabilitas berbasis nilai religius dan spiritual
perlu diintegrasikan dalam realitas akun-
tabilitas organisasi berbasis syariah, seperti
pondok pesantren.

Beberapa kajian akuntabilitas secara
umum menyimpulkan keberadaan dan
pentingnya nilai religius dan spiritual da-
lam akuntabilitas organisasi (Amaliah &
Mattoasi, 2020; Briando et al., 2020; Hadi,
2018; I. et al.,, 2017; Kamla & Rammal,
2013; Kusdewanti & Hatimah, 2016; Menni-
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ta & Soeherman, 2019; Mukhlisin & Fadzly,
2020; Rahman et al., 2019; Rospitadewi &
Efferin, 2017; Saad et al., 2014; Sharon &
Paranoan, 2020; Siskawati et al., 2016; So-
fia & Roszaini, 2017). Konsep akuntabilitas
tersebut sangat jauh berbeda dengan kon-
sep dan kajian akuntabilitas modern (Azmi
et al., 2020; Elghuweel et al., 2017; Ghafran
& Yasmin, 2020; Lai, 2015) termasuk pene-
litian yang menggunakan teori kelembagaan
sebagai legitimasi nilai religius dalam tata
kelola (Ayob et al., 2020) dan penelitian yang
dilakukan pada organisasi berbasis syariah
karena hanya mengamati aspek materi (Ali
et al., 2019; Almutairi & Quttainah, 2019;
Ghazali et al., 2020; Grassa et al., 2018; Ka-
maruddin & Auzair, 2020; Nahar & Yacoob,
2011; Yas et al., 2020). Beberapa penelitian
terkait akuntansi dan akuntabilitas seperti
pesantren dan masjid di Indonesia hanya
fokus pada pengamatan kesesuaian stan-
dar akuntansi yang diterbitkan IAI dengan
pelaksanaan akuntansi dan penyajian lapor-
an keuangan (Asrori et al., 2020; Suherman,
2019; Sulistiani, 2020; Yaacob et al., 2015).
Terdapat pula penelitian yang hanya fokus
untuk memahami pandangan cendekiawan
muslim tentang kesesuaian akuntansi dan
akuntabilitas versi IAI dengan nilai Islam
yang merekomendasikan bahwa mekanisme
akuntabilitas formal harus diaplikasikan
dalam setiap organisasi keagamaan Islam
(Basri et al.,, 2016). Rekomendasi terse-
but justru malah bertentangan dengan ha-
sil penelitian yang menyimpulkan bahwa
standar akuntansi syariah lebih banyak se-
bagai konvensi dari ulama daripada sebagai
cerminan ajaran Islam (Nahar, 2018) dan
ternyata tidak terdapat harmonisasi antara
standar akuntansi yang diterbitkan AAOIFI
dengan standar akuntansi yang diterbitkan
oleh IAI baik secara de jure maupun de fac-
to (Andari, 2019). Terdapat pula penelitian
terkait implementasi SET yang sebenarnya
tidak bermaksud mendalami implementa-
si konsep amanah dalam SET, tetapi justru
terjebak pada kesimpulan bahwa SET terli-
hat melalui kesesuaian laporan keuangan
dengan standar akuntansi dan pemanfaatan
teknologi informasi dalam publikasi laporan
keuangan (Nugraheni & Anuar, 2014). Pene-
litian akuntabilitas berdasarkan perspektif
yang islami, seperti konsep amanah dalam
SET, akan menghasilkan temuan yang unik
dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Dengan demikian, penelitian ini berdasar-
kan pada ketundukan pada Tuhan, yang

merupakan jalan terbaik bagi pemimpin da-
lam melaksanakan akuntabilitas (Azid & Al-
nodel, 2018), dan sebagai salah satu upaya
untuk menggeser budaya barat dalam akun-
tansi dan akuntabilitas yang lebih mengede-
pankan self -interest daripada berorientasi
pada kesejahteraan umat (Mulawarman &
Kamayanti, 2018).

Pondok Pesantren MIP (anonim) me-
rupakan entitas nonlaba versi SAK dan juga
salah satu realitas organisasi berbasis sya-
riah, sehingga dapat menyediakan data em-
piris terkait penerapan akuntabilitas yang
sarat dengan nilai syariah. Pondok pesan-
tren tersebut memiliki agenda dalam pem-
berdayaan ekonomi dan wirausaha san-
trinya melalui pengelolaan koperasi santri.
Kondisi tersebut memerlukan penerapan
akuntabilitas yang kemungkinan mengede-
pankan nilai syariah daripada hanya terje-
bak pada nilai kapitalistik entity theory yang
menjadi roh dalam SAK. Konsep amanah
dalam SET penting untuk dijadikan sudut
pandang dalam memahami dan mengons-
truksi konsep akuntabilitas pada pondok
pesantren sebagai organisasi berbasis syari-
ah. Dengan demikian, perlu dilakukan pene-
litian yang bertujuan untuk mengonstruk-
si konsep akuntabilitas pondok pesantren
berdasarkan perspektif amanah dalam SET.
Konstruksi konsep akuntabilitas tersebut
berimpliksai secara teorotis dan praktis pada
integrasi dan implementasi konsep amanah
dalam SET pada akuntabilitas pondok pe-
santren sebagai organisasi berbasis syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan strategi
studi kasus tunggal pada Pondok Pesantren
MIP di salah satu desa di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Pelaksanaan pengumpulan data dilak-
sanakan pada bulan Oktober-Desember
2020 melalui observasi dan wawancara men-
dalam. Pelaksanaan wawancara mendalam
melibatkan informan, khususnya pengelola,
pengasuh, dan santri Pondok Pesantren MIP
sebagaimana pada Tabel 1.

Desain analisis data berdasarkan pada
pengakuan adanya aspek religius dan spiri-
tual dalam diri manusia. Pengakuan tersebut
berkonsekuensi pada konstruksi data em-
piris berdasarkan kandungan ayat-ayat ga-
uliyah yang bersumber dari Alquran. Pelak-
sanaan konstruksi menggunakan metode
tafakkur. Tafakkur yang berasal dari istilah
Arab dapat disamakan berpikir (Abdelzaher
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Tabel 1. Daftar Informan

Informan (Anonim)

Keterangan

Abdullah Pimpinan Pengasuhan
Muhammad Pengasuh

Syaikhul Pengasuh

Taimiyah Pengasuh

Ibnu Pengasuh

Miftahul Santri/Pengurus Organisasi Santri
Huda Santri/Pengurus Koperasi Santri

et al., 2019). Tafakkur (contemplation) adalah
cara untuk mengatahui kesadaran dalam
diri manusia dengan bertujuan mendalami
Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam
semesta (Ebstein, 2020). Dengan demikian,
tafakkur dapat digunakan untuk memahami
aspek religius dan spiritual yang melampaui
aspek materi. Proses tafakkur dilaksanakan
melalui perenungan ayat-ayat Allah untuk
mengkonstruksi ilmu pengetahuan, keadaan
hati, dan amal (Azdaji¢, 2020).

Secara teknis, peneliti berupaya
men-tafakkur-i data empiris (ayat kauniah)
yang kemudian diintegrasikan dengan kan-
dungan Alquran sebagai ayat qauliyah. Inte-
grasi tersebut merupakan proses konstruk-
si pengetahuan sesuai dengan kandungan
Alquran Surat Ali Imran ayat 191 bahwa
mengingat Allah dilakukan sambil berdiri,
duduk, atau berbaring, sambil memikirkan
kekuasaan Allah dalalm menciptakan langit
dan bumi dalam rangka mencapai kesadar-
an bahwa segala sesuatu yang telah dicip-
takan Allah tidak ada yang sia-sia.

Implementasi  metodologi tafakkur
dilakukan melalui beberapa tahapan seperti
yang ditampilkan pada Gambar 1. Pertama,
memahami dan mendalami nilai religius dan

Nilai religius dan
N spiritual

Konstruksi konsep
teoritis

spiritual pada saat pengumpulan dan pe-
ngolahan data berdasarkan kondisi alamiah
pada Pondok Pesantren MIP. Nilai-nilai re-
ligius dan spiritual dalam diri informan di-
gali melalui diskusi mendalam serta obser-
vasi untuk mengetahui latar belakang suatu
peristiwa termasuk perilaku informan. Peng-
umpulan data melalui kategorisasi ayat kau-
niah tidak dapat dipisahkan dengan proses
pengumpulan data karena sebagian besar
data langsung diolah saat pengumpulan
data. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan tahapan compiling, disas-
sembling, reassembling and arraying, inter-
preting, dan concluding (Elman et al., 2016;
Singh, 2014). Kedua, merefleksikan nilai re-
ligius dan spiritual yang telah disimpulakan
pada tahap pertama melalui refleksi ayat
kauniah yang diintegrasikan dengan ayat qa-
uliyah. Ketiga, melakukan konstekstualisasi
nilai spiritual dan religius melalui deskrip-
si kontekstual terhadap peristiwa bernilai
spiritual dan religius sekaligus melakukan
integrasi lanjut antara ayat kauniah dengan
ayat qauliyah.

Keempat, mengonstruksi aspek yang
bernilai spiritual dan religius melalui abs-
traksi dalam rangka merumuskan konsep

Refleksi
gauliyah

Refleksi
kauniah

Kontekstualisasi

Gambar 1. Tahapan Analisis Tafakkur
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teoritis. Konsep amanah dalam shariah en-
terprise theory (SET) dijadikan sebagai per-
spektif pada tahapan refleksi kauniah dan
qauliyah, kontekstualisasi, dan konstruksi
konsep teoritis. Konsep amanah dalam SET
menjelaskan bahwa akuntabilitas merupa-
kan bentuk pertanggungjawaban yang ber-
orientasi kepada Tuhan untuk mencapai
tujuan organisasi berupa penciptaan dan
penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah
bagi pemangku kepentingan (langsung dan
tidak langsung) dan alam sebagai sintesis
dari kandungan Alquran Surat Al-Bagarah:
30, Faatir: 39, dan Al-Anbiyaa: 107.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan informan yang
dibarengi dengan observasi menunjukkan
suatu praktik akuntabilitas pada Pondok Pe-
santren MIP yang berpusat pada Ibu Kontrol
Sosial (IKS). IKS yang dijabat oleh istri Ab-
dullah merupakan pimpinan organ kontrol
sosial pada pondok pesantren yang memili-
ki kewenangan untuk mengendalikan aspek
keuangan dan pelaksanaan pembangunan
termasuk pada seluruh bagian yang meli-
batkan aktivitas dan interaksi pengasuh dan
santri. Pola pengendalian IKS pada aktivitas
pondok pesantren disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa Ab-
dullah sebagai pimpinan tertinggi Pondok
Pesantren MIP merupakan pengambil kepu-
tusan terakhir berdasarkan usulan dari IKS
dan informasi yang disampaikan oleh kepala
lembaga dan pengasuh pada forum kamisan
yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Forum
kamisan dimulai sekitar pukul 11 dan bera-
khir menjelang waktu dhuhur. Lembaga pada
Pondok Pesantren MIP terdiri dari yayasan,
Kulliatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI), Ma-
drasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah

(MTs), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT),
Pengasuhan, Lembaga Terapi dan Rehabili-
tasi, dan Madrasah Diniyah Islamiyah (MDI).
Yayasan yang dipimpin oleh salah seorang
anak Abdullah berada di bawah Abdullah
sebagai pemimpin tertinggi Pondok Pesan-
tren MIP. Yayasan cenderung dibentuk da-
lam rangka pemenuhan ketentuan formal
dari pemerintah mengenai bentuk organisa-
si yang menaungi pondok pesantren. Secara
kelembagaan organ kontrol sosial setara
dengan lembaga. Namun, karena wewenang-
nya terkait dengan pengendalian keuangan
dan pelaksanaan pembangunan, peran or-
gan kontrol sosial sangat dominan terhadap
lembaga lainnya, terutama pada pemberian
persetujuan dukungan dana dalam pelaksa-
naan kegiatan dan pembangunan yang meli-
batkan lembaga lainnya.

Selain organ kontrol sosial, KMI juga
memiliki peran penting. Pada setiap forum
kamisan, Direktur KMI yang bertanggung
jawab terhadap seluruh aktivitas SDIT, MTs,
dan MA menyampaikan kondisi proses pen-
didikan. Hal lebih rinci diungkapkan Ibnu
pada kutipan sebagai berikut:

“Biasanya menyampaikan ten-
tang misalnya kaya ada gurunya
yang di luar...jarang masuk, dis-
ampaikan bahwa gurunya harus
rajin-rajin masuk mengisi kelas
kosong. Habis itu, yang jarang
ngasi absen ataupun tanggal, di-
tulis absennya” (Ibnu).

KMI mengontrol beberapa lembaga
lain sehingga perannya sangat dominan da-
lam forum kamisan. Direktur KMI menjadi-
kan forum kamisan sebagai momen untuk
melakukan evaluasi tentang proses pembe-

Gambar 2. Struktur Pengendalian IKS
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lajaran selama satu pekan lalu. Ibnu meng-
anggap bahwa forum kamisan memberikan
kesempatan kepada semua pihak (termasuk
dirinya sebagai pengasuh) untuk bertan-
ya dan menyampaikan berbagai hal dalam
menunjang pelaksanaan pengasuhan bagi
para santri.

Forum kamisan merupakan wadah
musyawarah dan juga sekaligus merupa-
kan forum tausiyah yang dihadiri oleh Ab-
dullah, IKS, para kepala lembaga, dan pen-
gasuh pondok pesantren. Informasi yang
disampaikan pada forum tersebut bersifat
umum dan tidak terinci. Sementara itu in-
formasi yang terkait dengan aspek keuan-
gan secara rinci tidak disampaikan dalam
forum tersebut. Ibnu menyampaikan bahwa
persoalan dana jarang diumumkan, tetapi
hanya disampaikan secara internal, yaitu
hanya pada forum terbatas. Ibnu mengang-
gap kondisi tersebut wajar karena forum
kamisan hanya dilaksanakan dalam waktu
sekitar satu jam dengan peserta yang cukup
banyak (lebih dari 30 orang), sehingga di-
anggap kurang efektif untuk menyampaikan
dan mendiskusikan informasi yang lebih rin-
ci. Pembahasan aspek keuangan dan pem-
bangunan secara rinci biasanya melibatkan
IKS dan ketua lembaga yang terkait. Misal-
nya, terkait dengan pembangunan gedung
SDIT, IKS mendikusikan proses pembang-
unan tersebut dengan ketua yayasan dan
pimpinan pengasuhan. Abdullah selalu dili-
batkan dalam seluruh aktivitas yang ada
di pondok. Beliau mencontohkan aktivitas
pembangunan fasilitas dalam ungkapannya
sebagai berikut:

“Ketika ada tema yang dibahas
tentang pembangunan atau fasili-
tas atau penganggaran suatu ke-
giatan nah di situ kepala lembaga
bisa memberikan saran atau ma-
sukan atau bagaimana?” (Abdul-
lah).

Demikian pula, jika terkait dengan
proses penghimpunan dana melalui penen-
tuan tarif biaya pendidikan saat penerimaan
dan pendaftaran santri baru, IKS mendis-
kusikannya dengan beberapa kepala lemba-
ga sebelum disampaikan kepada Abdullah
untuk ditetapkan. Musyawarah merupakan
bentuk akuntabilitas yang senantiasa di-
jalankan di pondok pesantren, khususnya
dalam pengambilan keputusan penting. Pe-
libatan seluruh kepala lembaga dalam disku-
si dan pengambilan keputusan merupakan
cermin pelaksanaan akuntabilitas melalui
musyawarah. Setiap kesepakatan disam-
paikan kepada Abdullah untuk ditetapkan
sebagai keputusan resmi untuk dijadikan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelo-
laan keuangan dan pembangunan yang di-
pimpin oleh IKS.

Abdullah menjelaskan peranan IKS dan
peran pentingnya serta para kepala lembaga
yang mengedepankan musyawarah sebagai
bentuk akuntabilitas, dengan ungkapan “dan
kami selalu mengedepankan musyawarah”
dan “jadi kami yang musyawarah lalu beliau
hanya menyetujui.” Ungkapan tersebut me-
negaskan bahwa musyawarah merupakan
salah satu bentuk akuntabilitas yang sela-
ma ini dipraktikkan pada pondok pesantren.

Musyawarah

Pelestarian
alam
Bekerja ikhlas

Pemberdayaan
Keringanan
biaya
Pemenuhan
kebutuhan

Kerja sama

Gambar 3. Pola Akuntabilitas IKS
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Musyawarah tersebut memberikan kesem-
patan kepada IKS dan seluruh kepala lem-
baga untuk menyampaikan ide yang kemu-
dian akan diputuskan oleh Abdullah sebagai
pimpinan tertinggi. Lebih lengkap, disku-
si mendalam dengan beberapa informan
menunjukkan bahwa pengendalian IKS da-
lam aspek keuangan dan pelaksanaan pem-
bangunan menunjukkan pola akuntabilitas
yang dapat digambarkan pada Gambar 3.

Pemberdayaan yang dimaksud lebih
banyak pada pemberdayaan santri. Pember-
dayaan santri merupakan bentuk akuntabil-
itas pada pondok pesantren. Santri memiliki
dua wadah untuk terlibat dalam pember-
dayaan, yaitu koperasi santri dan organisasi
santri, baik santri putra maupun putri. Ko-
perasi santri dan organisasi dijalankan oleh
pengurus masing-masing yang diangkat dan
dilantik oleh Abdullah setiap tahun. Mu-
hammad mengungkapkan pengalamannya
dalam mendampingi santri putra pada pro-
gram pemberdayaan, sebagai berikut:

“...untuk pemberdayaan ekonomi
sendiri hasil dari koperasi syari-
ah tersebut alhamdulillah sangat
berpotensi dan hasilnya untuk
membantu para santri yang ku-
rang mampu...” (Muhammad).

Setiap pergantian kepengurusan or-
ganisasi santri (termasuk koperasi santri),
IKS melalui Bagian Pengasuhan pondok
pesantren memberikan modal awal sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada
pengurus koperasi santri dan Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah) untuk pengurus or-
ganisasi santri. Pengurus koperasi santri
menggunakan dana tersebut untuk mem-
buat dan memenuhi berbagai kebutuhan
santri, seperti buku saku catatan dan alat
tulis lainnya. Sementara itu, pengurus or-
ganisasi santri menggunakannya untuk
membuat papan nama santri yang harus
dilekatkan di baju setiap santri.

Pemberian modal awal bagi koperasi
dan organisasi santri selama ini menghasil-
kan keuntungan yang memadai bagi santri.
Sisa hasil usaha koperasi santri sering digu-
nakan untuk membantu santri yang kurang
mampu. Santri yang kurang mampu juga
dilibatkan dalam pengelolaan usaha kope-
rasi, sehingga santri yang tidak mampu ti-
dak hanya berpangku tangan.

Santri yang terlibat dalam koperasi san-
tri dan organisasi santri merasakan manfaat

modal awal yang diberikan oleh IKS setiap
awal periode masa jabatan. Santri meng-
anggap bahwa modal awal yang diberikan
oleh IKS merupakan amanah yang harus
dipertanggungjawabkan pada akhir periode
kepengurusan.

Pelaksanaan amanah tersebut mem-
buat santri lebih mandiri dalam memenuhi
kebutuhannya selama di dalam pondok, tan-
pa harus mengandalkan kiriman barang ke-
butuhan dari orang tua atau berupaya un-
tuk memenuhi kebutuhan tersebut di luar
pondok. Santri terbiasa melakukan kreasi
dengan dana yang ada untuk memproduksi
barang yang dibutuhkan para santri. Santri
juga terbiasa untuk memenuhi kebutuhan
tersebut melalui kerja sama dengan penga-
suh dan santri lainnya. Santri didorong un-
tuk membantu santri lain yang tidak dapat
memenuhi kebutuhannya melalui bantuan
kepada santri yang kurang mampu. Pada
akhir kepengurusan santri menyampaikan
laporan sisa hasil usaha kepada pengasuh
dan mengembalikan modal awal kepada IKS
atau pengasuh sebagai bentuk pertanggung-
jawaban satu periode kepengurusan. Mifta-
hul sebagai pengurus organisasi santri men-
jelaskan proses tersebut seperti uraiannya
berikut ini.

“Terus modal yang diperoleh
itu dari pengasuh dimodalin
Rp200.000,00 setiap masa ja-
batan. Di akhir jabatan uang mo-
dal dikembalikan untuk jabatan
yang selanjutnya. Dan keuntung-
an dimasukkan di kontrol sosial
dan juga ada laporan pertanggung-
jawaban” (Miftahul).

Demikian pula dengan Huda sebagai
pengurus koperasi santri yang menjelas-
kan tentang pencatatan sederhana yang
dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab
atas amanah yang diembannya. Pengurus
koperasi santri senantiasa mencatat setiap
pemasukan dan pengeluaran dana sebagai
salah satu sarana akuntabilitas kepada IKS
dan pimpinan pengasuhan. Pengurus ko-
perasi santri mempertanggungjawabkan
dan mengembalikan modal awal yang telah
diterima kepada IKS pada akhir jabatannya.
Huda menjelaskan kondisi itu sebagai beri-
kut.

“Nah pak kalau di koperasi itu mo-
dalyangdiberikan Rp1.000.000,00
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sistemnya juga sama kalau di akh-
ir jabatan uang modal dikemba-
likan, setiap hari jika ada pemasu-
kan ataupun pengeluaran dicatat
di buku besar. Pencatatan juga
masih sederhana pak” (Huda).

Huda dan Miftahul menjelaskan bahwa
mereka merasakan manfaat selama menja-
di pengurus koperasi santri dan organisasi
santri. Huda menegaskan bahwa pondok pe-
santren mengajarkan pemberdayaan secara
praktis selama menjadi pengurus koperasi
santri. Demikian juga dengan Miftahul yang
lebih merasa mandiri setelah terlibat sebagai
pengurus organisasi santri dengan berbagai
program kerja pemberdayaan yang ditentu-
kan oleh bagian pengasuhan. Pemberdayaan
santri melalui koperasi santri berimplikasi
pada pemenuhan kebutuhan pengasuh dan
santri. Koperasi santri memiliki berbagai
bidang usaha, termasuk usaha penerimaan
titipan barang dagangan dari pengasuh.
Usaha penerimaan barang dagangan terse-
but sekaligus sebagai bentuk pemenuhan
kebutuhan santri. Pemberdayaan tersebut
mendorong santri untuk amanah dalam
menjalankan tugas yang dibebankan kepa-
da mereka, terutama tugas untuk menimba
pengetahuan selama di pondok. Pember-
dayaan berbasis amanah tersebut juga sema-
kin menyadarkan santri untuk menjalankan
amanah dari orang tua masing-masing yang
sangat mengharapkan perubahan positif da-
lam diri santri selama mondok.

Peran IKS juga tampak pada pemberian
keringanan biaya SPP (sumbangan pengem-
bangan pendidikan). Sesaat sebelum san-
tri dipulangkan pada masa libur, Abdullah
memberikan nasihat kepada para santri
untuk senantiasa berbuat baik. Pada akhir
nasihat biasanya Abdullah memberikan ke-
ringanan dan bahkan membebaskan biaya
SPP kepada santri yang kurang atau tidak
mampu agar tetap dapat berlibur ke rumah
orang tua masing-masing. Setiap keputusan
pemberian keringanan biaya dilakukan oleh
Abdullah berdasarkan informasi atau saran
yang disampaikan oleh IKS. Kewenangan
pengelolaan keuangan (termasuk peneri-
maan dana) yang dimiliki IKS memudah-
kannya untuk menyediakan informasi yang
akurat terkait dengan beberapa santri yang
tidak mampu melakukan pembayaran biaya
SPP.

Peran IKS tersebut sebagai wujud
tanggung jawab pondok pesantren dalam

pelaksanaan pendidikan tanpa meman-
dang kemampuan ekonomi dari orang tua
santri. Santri yang terbukti orang tuanya
belum atau tidak mampu membayar bi-
aya pendidikan difasilitasi oleh pondok pe-
santren dengan keringanan dalam bentuk
pemotongan atau penghapusan pembayaran
biaya pendidikan. Kondisi tersebut menun-
jukkan bahwa keringanan biaya merupakan
bentuk akuntabilitas yang ditemukan pada
pengendalian yang dilakukan oleh IKS. San-
tri menganggap bahwa IKS berperan sangat
aktif dalam mengendalikan aspek keuang-
an sebagai penopang aktivitas pendidikan,
termasuk berperan dalam keringanan dan
pembebasan pembayaran biaya SPP.

Pengendalian IKS juga memastikan
kebutuhan pokok santri terpenuhi, seperti
fasilitas pendidikan, makanan, dan tempat
mondok yang layak. Hal ini seperti ditekan-
kan Taimiyah pada kutipan berikut ini:

“Alhamdulillah  tidak  kurang
dan belum pernah nombok pak”
(Taimiyah).

Beberapa tahun sebelumnya, Taimiyah
pernah ditugaskan untuk menangani logistik
santri, sehingga mengalami secara langsung
pengendalian IKS dalam memenuhi kebutuh-
an pokok santri. Pondok pesantren bertang-
gung jawab untuk menyediakan kebutuhan
santri dan pengasuh, khususnya kebutuhan
tempat tinggal dan makanan yang layak.

IKS berkoordinasi dengan pimpinan
pengasuhan dalam pemenuhan kebutuhan
sarana pendidikan dan tempat tinggal yang
layak bagi santri. Pimpinan pengasuhan
juga senantiasa menyampaikan kondisi sa-
rana pendidikan dan tempat tinggal santri
kepada IKS untuk kemudian ditindaklanjuti
dengan perbaikan fasilitas pendidikan dan
tempat tinggal. Selain itu, IKS juga senantia-
sa melakukan pemantauan fisik sarana dan
prasarana pengajaran.

Abdullah dan IKS juga memberikan
wewenang kepada pimpinan pengasuhan
untuk menerima dan mengelola uang per-
izinan. Uang perizinan merupakan uang
yang diterima pimpinan pengasuhan dari
santri yang diizinkan untuk berlibur selain
libur semester dan hari raya. Uang perizinan
ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima pulu
ribu rupiah) untuk setiap santri yang diberi-
kan kesempatan untuk berlibur. Pengenaan
uang perizinan tersebut diberlakukan agar
santri tidak senantiasa mengajukan izin
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terutama untuk urusan yang tidak penting.
Abdullah menegaskan bahwa tidak semua
permintaan izin santri dikabulkan, seperti
kutipan berikut ini:

“Tidak pak, karena kita selalu se-
cara detail mengetahui acara apa.
Kalau tidak perlu dilarang pulang”
(Abdullah).

Pimpinan pengasuhan diberikan we-
wenang untuk menggunakan langsung uang
perizinan tersebut tanpa diserahkan kepa-
da IKS. Hal ini diungkapakan oleh Abdullah
pada kutipan sebagai berikut:

“Saya memegang uang perizinan
misal mereka ada acara di rumah,
sekali izin 50 ribu selain libur ke-
tika libur semester dan lebaran id-
hul fitri” (Abdullah).

Abdullah menganggap bahwa we-
wenang penerimaan dan penggunaan uang
perizinan merupakan tanggung jawab yang
harus dijalankan secara amanah. Uang per-
izinan biasanya terkumpul sekitar satu juta
rupiah dalam sebulan yang secara rutin
digunakan oleh pimpinan pengasuhan un-
tuk pelaksanaan pengasuhan seperti pem-
belian obat rumput, alat kebersihan, dan
bahan bakar termasuk untuk pemenuhan
kebutuhan mendesak santri tanpa perlu
menunggu dana dari IKS. Sistem tersebut
dianggap sangat efektif oleh Abdullah da-
lam melakukan pengasuhan, karena adanya
kemudahan uang perizinan yang tetap ha-
rus digunakan secara bertanggung jawab.
Pimpinan pengasuhan membuat pencatatan
penerimaan dan pengeluaran dana sebagai
bentuk akuntabilitas dalam memenuhi ke-
butuhan pengasuhan, seperti yang diung-
kapkan Abdullah berikut ini:

“...saya juga melakukan pen-
catatan akuntansi seperti ada
pengeluaran dana dan pemasu-
kan...” (Abdullah).

Abdullah menjelaskan bahwa pemenu-
han kebutuhan santri senantiasa dijalank-
an oleh pengelola pondok pesantren melalui
peran IKS. IKS memiliki tiga staf yang secara
teknis bertugas untuk mengontrol keuangan
dan pembangunan, bahkan seluruh aktivi-

tas di dalam pondok. Hal lebih rinci terung-
kap dalam kutipan sebagai berikut:

“Kontrol sosial di sini bisa diarti-
kan mengontrol semua aktivitas
baik itu di bidang aktivitas peng-
ajaran kemudian ekstrakuriku-
ler dan pembelian, beliau yang
mengontrol semua. Tetapi yang
mengetok palu tetap pimpinan.
Jadi IKS memiliki staf khusus, di
mana staf-staf ini langsung terjun
ikut mengontrol seluruh kegiat-
an, baik itu kehidupan maupun
keuangan.”

Pemenuhan kebutuhan sarana pendi-
dikan dan tempat tinggal senantiasa dilaku-
kan pondok pesantren melalui peran IKS.
Abdullah mensyukuri bahwa aktivitas pem-
bangunan sarana dan prasarana pendidikan
dan penunjang pendidikan di pondok senan-
tiasa berjalan sejak pondok pesantren didi-
rikan pada tahun 1992. Adapun penjelasan
lebih rinci tercermin dalam penuturan se-
bagai berikut:

“Alhamduillah pembangunan ti-
dak ada hentinya pak. Setiap
harinya ada aja yang kerjakan en-
tah itu renovasi atau membangun
bangunan” (Abdullah).

IKS juga memastikan terpenuhinya
kebutuhan makanan pengasuh dan santri
melalui penunjukan tenaga logistik untuk
meyediakan kebutuhan makanan setiap
saat. IKS memberikan uang belanja kepa-
da tenaga logistik yang kemudian dibelan-
jakan bahan-bahan makanan setiap hari.
Taimiyah, sebelum bertugas sebagai pen-
gasuh seperti saat ini, pernah ditugaskan
oleh IKS sebagai tenaga logistik. Setiap bu-
lan Taimiyah belanja beras ke pasar di Kota
Samarinda yang berjarak sekitar 30 km dari
pondok, sementara belanja sayur dilakukan
setiap dua kali dalam seminggu. Adapun se-
tiap pencairan dana yang diterimanya sela-
Iu melalui persetujuan IKS yang kemudian
dicairkan oleh staf administrasi, seperti di-
uraikan Taimiyah pada kutipan berikut ini:

“...untuk beras itu belanja bulan-
an, sayur itu setiap minggu dua
kali...ya jadi lewat persetujuan ibu
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kontrol sosial lalu dicairkan dana
oleh staf administrasi begitu pak”
(Taimiyah).

Taimiyah menganggap bahwa pemenu-
han kebutuhan makanan yang selalu ter-
cukupi merupakan bentuk akuntabilitas
IKS dalam pengelolaan keuangan. IKS ber-
tanggung jawab penuh dalam menyediakan
dana pembelian makanan serta memastikan
bahwa pengasuh dan santri yang bermukim
di pondok memperoleh gizi yang seimbang.
Pemenuhan kebutuhan makanan menjadi
cerminan akuntabilitas pondok pesantren
kepada pengasuh yang telah mengabdikan
dirinya untuk membina santri serta kepada
orang tua santri yang telah membayar biaya
pendidikan serta menitipkan anaknya untuk
menimba pengetahuan di pondok.

Pondok pesantren, melalui IKS, juga
melakukan pengendalian kiriman wuang
santri dari orang tua. Santri tidak meneri-
ma langsung kiriman uang saku dari orang
tua, tetapi melalui organ kontrol sosial. IKS
membatasi pengambilan uang saku santri
paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah) per hari, sisanya menjadi tabungan
santri, seperti penjelasan Abdullah berikut:

“Langsung ke adminitrasi pondok
pak. Misal melalui transfer lalu si
adminitrasi membuat memo bah-
wa si Fullan dapat kiriman uang
saku Rp300.000,00 masuk ke
tabungan nanti setiap harinya dia
bisa mengambil uang maksimal
Rp50.000,00/hari, lebih dari itu
harus dapat rekom dari pengasuh-
annya. Kenapa seperti itu? Karena
kami menghindari kejadian yang
tidak diinginkan, agar tidak ber-
foya-foya dan memicu kejahatan
antara satu dengan yang lainnya”
(Abdullah).

Pembatasan tersebut menunjukkan
bahwa pondok persantren dapat menjamin
kebutuhan makanan santri. Santri tidak
perlu membeli dan menyediakan sendiri
makanan selain yang telah dipersiapan oleh
tenaga logistik. Pembatasan tersebut seka-
ligus sebagai cara pembinaan santri agar
tidak boros dan tidak menimbulkan kecem-
buruan di antara santri yang dapat beraki-
bat pada tindak kejahatan. Abdullah meng-
anggap bahwa sebenarnya orang tua santri
tidak perlu mengirim uang makan kepada

anaknya karena pondok pesantren telah
menerima uang pendidikan yang tujuann-
ya untuk memenuhi kebutuhan makanan
santri selama menimba ilmu di pondok.
Anggapan tersebut terbukti karena bebera-
pa santri yang dalam sebulan tidak pernah
menerima kiriman dari orang tua, kebutuh-
an makanannya tetap terpenuhi melalui
makanan yang senantiasa dipersiapkan oleh
pondok pesantren.

Taimiyah menceritakan juga bahwa
saat dirinya ditugasi oleh IKS untuk menang-
ani kebutuhan logistik, IKS mengarahkan
Taimiyah untuk bekerja sama dengan ma-
syarakat sekitar termasuk para petani sayur.
Cerita tersebut ditimpali oleh Ibnu dengan
ungkapan “Jadi petani semua yang meng-
antarkan ke sini pak” dan Syaikhul dengan
penekanannya “Udah ada kerja sama dengan
petani di sini pak”. Petani setempat menye-
diakan berbagai jenis sayur dan lauk yang
cukup segar bagi pondok, sehingga mem-
bantu pondok untuk menyediakan variasi
makanan setiap hari. Penyediaan kebutuhan
makanan berbasis kerja sama tersebut me-
rupakan wujud tanggung jawab IKS dalam
menjalin hubungan baik dan harmonis de-
ngan masyarakat sekitar pondok. Taimiyah
bersama orang tuanya bermukim di sekitar
pondok juga menjelaskan bahwa kerja sama
dengan masyarakat sekitar pondok selama
ini cukup membantu masyarakat dalam
menjual hasil pertanian mereka tanpa harus
membawanya ke pasar tradisional di sekitar
pondok. Masyarakat juga dapat meningkat-
kan penghasilannya dengan cara membantu
pondok untuk menyediakan lauk yang segar
sehingga kerja sama dapat berlangsung sa-
ling menguntungkan dan harmonis selama
ini. Pengalaman dan pemahaman para peng-
asuh tersebut mengesankan bahwa akun-
tabilitas IKS diwujudkan melalui kerja sama
dengan masyarakat sekitar dalam rangka
pemenuhan kebutuhan keseharian warga
pondok dan dapat dianggap sebagai bentuk
tanggung jawab sosial pondok pesantren.

Keseimbangan juga merupakan salah
bentuk akuntabilitas yang diwujudkan pon-
dok pesantren yang tercermin dari sikap
Abdullah, IKS, para kepala lembaga, dan
pengasuh. Syaikhul menjelaskannya ketika
peneliti menanyakan tentang usulan dana
yang tidak disetujui oleh IKS sebagai beri-
kut:

“Jadi pak di sini kan ada beber-
apa bidang nah itu diperhatikan
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tentang pembangunan dan kese-
jahteraan guru dan lain sebagain-
ya. Jadi diperhatikan keseim-
bangan dana setiap bidang agar
berjalan secara baik” (Syaikhul).

Informasi yang disampaikan Syaikhul
menunjukkan bahwa IKS menerapkan ke-
seimbangan dalam alokasi dana. IKS ber-
tanggung jawab untuk mengalokasikan se-
cara seimbang berbagai penerimaan yang
diperoleh baik uang pendidikan dari orang
tua atau wali santri, sumbangan dari ber-
bagai pihak (termasuk alumni), serta dari
usaha pondok (koperasi pondok, usaha air
minum dalam kemasan, dan sebagainya).
Keseimbangan alokasi tersebut diperlukan
agar IKS dapat memenuhi kebutuhan dasar
seluruh pihak yang terkait.

Salah satu yang menjadi fokus perha-
tian IKS adalah keseimbangan antara dana
pembangunan dan kesejahteraan pengasuh.
Pembangunan gedung senantiasa berjalan,
tetapi pondok pesantren juga tetap mem-
perhatikan kesejahteraan pengasuh yang
selama ini telah mengabdikan dirinya untuk
membina santri. IKS memperhatikan kese-
jahteraan pengasuh dan memberikan gaji
berdasarkan keaktifan mereka. Namun, ke-
tika peneliti mengajak untuk mendiskusikan
kesejahteraan para pengasuh, termasuk ke-
mungkinan kekurangan gaji pengasuh, ung-
kapan Syaikhul mengesankan adanya sikap
ikhlas para pengasuh. Hal ini diungkapkan
Syaikhul pada kutipan berikut ini:

“Alhamdulillah tidak ada bu kare-
na guru di sini ikhlas menjalani-
nya, mereka juga banyak melaku-
kan usaha jualan yang dititipkan

di koperasi ataupun lainnya”
(Syaikhul).

Keihklasan pengasuh terhadap gaji
yang dibayarkan kepada mereka tidak terle-
pas pula dari salah satu dasar pembayaran
yaitu berbasis kinerja berupa keaktifan
pengasuh di ruang kelas. Keikhlasan penga-
suh tersebut erat kaitannya dengan keseim-
bangan yang diterapkan oleh IKS dalam dis-
tribusi dana. Keikhlasan merupakan wujud
dari akuntabilitas pondok pesantren. Keikh-
lasan para pengasuh terhadap penghasilan
yang diberikan IKS tidak terlepas dari iklim
akuntabilitas yang telah dibangun selama ini
di pondok. Peran IKS dalam pemenuhan ke-
butuhan pengasuh dan santri, kesempatan

bagi pengasuh untuk berjualan makanan di
pondok, pembayaran insentif berdasarkan
kinerja, serta keseimbangan alokasi dana
merupakan iklim akuntabilitas yang men-
dorong keikhlasan pengasuh terhadap besar
kecilnya penghasilan yang diterima.

Terakhir, ketika peneliti menunaikan
shalat ashar pada masjid di sekitar pon-
dok pesantren, tampak beberapa kenda-
raan perusahaan batu bara yang melintas
di sekitar pondok. Peneliti mencoba mendis-
kusikan kondisi tersebut dengan bebera-
pa pengasuh yang mendampingi. Taimiyah
dan Ibnu menjelaskan bahwa terdapat ak-
tivitas penambangan batu bara yang tidak
jauh dari pondok pesantren. Taimiyah lebih
lanjut menjelaskan bahwa beberapa tahun
yang lalu perusahaan yang melakukan ak-
tivitas penambangan batu bara bermaksud
untuk memperluas area penambangan sam-
pai mendekati permukiman warga dan lo-
kasi pesantren. Namun, Abdullah dan IKS
berhasil untuk menghentikan upaya terse-
but sehingga pada beberapa sisi di luar pon-
dok pesantren sangat terlihat suasana yang
hijau dan asri. Ibnu dan Taimiyah meman-
dang bahwa kepedulian Abdullah dan IKS
terhadap pelestarian alam sekitar merupa-
kan konsekuensi dari keberadaan pondok
pesantren di tengah aktivitas pertambangan
yang seringkali mengabaikan kelestarian
alam. Pondok pesantren berperan aktif un-
tuk menjaga kelestarian alam sebagai ben-
tuk akuntabilitas pondok pesantren kepada
alam. Peristiwa tersebut menunjukkan bah-
wa salah satu bentuk akuntabilitas pada
pondok pesantren adalah pelestarian alam
yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian
dan keaslian alam baik bagi pondok pesan-
tren maupun bagi masyarakat sekitar.

Berbagai bentuk akuntabilitas pada
pondok pesantren perlu diintegrasikan
dengan konsep amanah dalam shariah en-
terprise theory (SET) agar dapat menghasil-
kan konsep akuntabililitas dalam perspek-
tif amanah. Berbagai bentuk akuntabilitas
yang ditemukan dimulai dari musyawarah,
pemberdayaan, keringanan biaya, pemenuh-
an kebutuhan, kerja sama, keseimbangan,
bekerja ikhlas, dan pelestarian alam me-
rupakan kondisi empiris yang menarik un-
tuk diintegrasikan dengan konsep amanah
dalam SET.

Konsep akuntabilitas berbasis amanah
adalah bentuk pertanggungjawaban yang
berorientasi kepada Tuhan untuk mencapai
tujuan organisasi berupa penciptaan dan
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penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah
bagi pemangku kepentingan (langsung dan
tidak langsung) dan alam (Novarela & Sari,
2015; Triyuwono, 2012). Poin penting pada
konsep amanah adalah orientasi kepada Tu-
han dan distribusi nilai tambah bagi berbagai
pemangku kepentingan. Bentuk akuntabili-
tas pada pondok pesantren berdasarkan
pada nilai amanah yang telah membudaya,
seperti diungkapkan oleh Abdullah ketika
peneliti mengajak untuk mendiskusikan
tentang laporan keuangan yang diperlukan:

“Tidak ada sih pak untuk per-
tanggungjawaban karena di sini
kejujuran dan kepercayaan yang
diutamakan” (Abdullah).

Kejujuran merupakan unsur yang men-
dasari amanah dalam akuntabilitas pondok
pesantren. Unsur tersebut diperkuat pula
dengan bentuk akuntabilitas yang ditemu-
kan, seperti bekerja ikhlas yang dilakukan
oleh para pengasuh. Para pengasuh atau
yang sering pula disebut sebagai pengabdi
pada pondok pesantren dapat bekerja secara
ikhlas karena memiliki kepercayaan tentang
kejujuran para jajaran pimpinan pondok
pesantren. Demikian pula dengan bentuk
akuntabilitas berupa musyawarah yang ti-
dak akan dapat terlaksana dengan baik jika
para jajaran pimpinan pondok pesantren
tidak memiliki kejujuran. Para santri juga
merasakan kemandirian melalui pember-
dayaan, keringanan biaya, dan pemenuhan
kebutuhan sedikit banyak didorong oleh
adanya sikap saling jujur dan percaya. Kerja
sama pondok pesantren dengan masyarakat
sekitar dalam pemenuhan logistik termasuk

sikap pengelola dalam memperhatikan ke-
lestarian lingkungan alam sekitar menun-
jukkan adanya kejujuran dan kepercayaan
satu sama lain, sehingga kerja sama pondok
pesantren dengan masyarakat sekitar pon-
dok dapat berlangsung selama ini dalam
lingkungan yang masih cukup alami.

Amanah merupakan nilai yang men-
dasari pola akuntabilitas pada pondok pe-
santren. Integrasi konsep amanah dalam
SET dengan nilai amanah dalam akuntabi-
litas pondok pesantren dapat disajikan pada
Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa ter-
dapat lima pemangku kepentingan yang te-
lah merasakan bentuk akuntabilitas pon-
dok pesantren, yaitu santri, pengasuh,
pengelola, masyarakat, dan alam. Konsep
pemangku kepentingan dalam Islam dapat
dijelaskan dari Alquran Surat Al-Anbiyaa
ayat 107 bahwa “Dan tidaklah Kami meng-
utusmu, melainkan (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.” Semesta alam mencakup
manusia, malaikat, jin, hewan, dan tumbuh-
tumbuhan yang memperoleh rahmat dengan
kehadiran Nabi Muhammad SAW. sebagai
pembawa rahmat. pondok pesantren berha-
sil memosisikan diri sebagai entitas pemba-
wa rahmat yang menciptakan kesejahteraan
dan nilai tambah bagi manusia (santri, peng-
asuh, pengelola, dan masyarakat) dan alam.
Pondok pesantren menciptakan kesejahte-
raan dan nilai tambah baik kesejahteraan
dan nilai tambah yang bersifat fisik maupun
kesejahteraan dan nilai tambah yang bersi-
fat religius dan spiritual.

Pondok pesantren menciptakan kese-
jahteraan dan nilai tambah yang bersifat ma-
teri bagi santri berupa kemandirian dalam

Gambar 4. Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren
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pemenuhan kebutuhan, termasuk kemandi-
rian dalam menyelesaikan ketidakmampuan
pembayaran uang sekolah, seperti ungkap-
an Miftahul pada kutipan berikut ini:

“Rasanya jadi ketua itu berat pak,
soalnya ada amanah yang harus
dijalankan” (Miftahul).

Pondok pesantren senantiasa
menanamkan jiwa amanah dalam pengem-
bangan kemandirian santri. Pengelola pon-
dok pesantren sangat memahami bahwa
pemberdayaan santri dapat mendorong pe-
ningkatan kompetensi dan modal intelek-
tual yang merupakan unsur yang sangat
penting dalam menghasilkan tata kelola dan
akuntabilitas baik dan islami (Arianty, 2020;
Laallam et al., 2020; Zabri & Mohammed,
2018). Hal tersebut tergambar dari dokumen
struktur organisasi koperasi santri yang ber-
isi rangkaian tugas yang harus dijalankan
pengurus koperasi santri. Miftahul meng-
uraikan salah satu tugas penting tersebut
pada kutipan berikut ini:

“Menjaga amanah dari Kyai se-
bagai pimpinan pondok pesantren
dan juga pengasuh koperasi santri
untuk dapat menjalankan secara
maksimal nilai dan konsep dasar
ekonomi syariah di koperasi san-
tri” (Miftahul).

Amanah merupakan salah satu tugas
manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Alquran Surat Al-Bagarah ayat 30 menjelas-
kan bahwa kekhalifahan mengharuskan
makhluk yang diserahi tugas itu melak-
sanakan tugasnya sesuai dengan petun-
juk Allah yang memberinya tugas dan we-
wenang, sehingga kebijaksanaan yang tidak
sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelang-
garan terhadap makna dan tugas kekhali-
fahan. Amanah adalah konsekuensi dari
pemberian tugas dan wewenang kepada ma-
nusia untuk mengelola bumi. Pengelolaan
bumi secara amanah mengharuskan manu-
sia untuk mengikuti petunjuk Allah sebagai
pemberi amanah dalam setiap pengelolaan
bumi. Konsep amanah tersebut tergambar
secara jelas dalam pengembangan kemandi-
rian santri pada pondok pesantren. Santri
menjalankan tugas dan wewenang dalam
pengelolaan organisasi dan koperasi santri
berdasarkan jiwa amanah.

Pembinaan kemandirian yang dilaku-
kan pondok pesantren juga mendorong
santri senantiasa mendekatkan diri kepada
Allah SWT. sebagai bentuk ketundukan ke-
pada-Nya. Hal ini dijelaskan Miftahul dan
Huda pada kutipan berikut ini.

“...saya juga senang berorganisasi
dan juga senang dekat Allah SWT”
(Miftahul).

“...jadi saya menikmati dan den-
gan dengan Allah SWT” (Huda).

Santri memperoleh distribusi kese-
jahteraan dan nilai tambah dengan ke-
mandirian yang dirasakan, sementara peng-
asuh memperoleh distribusi kesejahteraan
berupa penghasilan berbasis kinerja yang
diterima dengan ikhlas. Para kepala lem-
baga pada pondok pesantren juga memper-
oleh kesejahteraan dan nilai tambah dalam
bentuk kesempatan untuk senantiasa ber-
musyawarah baik sesama kepala lembaga,
IKS, maupun Abdullah. Masyarakat di seki-
tar pondok pesantren menerima distribusi
kesejahteraan dan nilai tambah dari pondok
pesantren dengan kerja sama yang terjalin
sejak lama melalui proses perdagangan se-
perti suplai kebutuhan logistik bagi pondok
pesantren. Alam sekitar pondok pesantren
terjaga dengan baik sebagai bentuk distri-
busi kesejahteraan dan nilai tambah pondok
pesantren kepada lingkungan alam sekitar.
Penciptaan dan distribusi kesejahteraan dan
nilai tambah yang terjadi pada pondok pe-
santren merupakan bentuk implementasi
Alquran Surat Faatir ayat 29 yang mengis-
yaratkan agar setiap orang bertugas mem-
bangun dunia ini dan memakmurkannya
sesuai petunjuk Allah, apa pun fungsi dan
kedudukan orang itu, baik sebagai penguasa
maupun rakyat biasa.

Keseluruhan akuntabilitas pada pon-
dok pesantren menunjukkan adanya kes-
eimbangan antara nilai materialistik dan spi-
ritual, seperti halnya akuntabilitas berbasis
religius dan spritualis (Khurshid et al., 2014;
Omar et al., 2019; Siswantoro et al., 2018).
Nilai materialistik dan spritual berorientasi
kepatuhan kepada Tuhan. Artinya, distri-
busi kesejahteraan dan nilai tambah baik
yang bersifat materialistik maupun spiritu-
al merupakan upaya pondok pesantren un-
tuk mematuhi kehendak Tuhan sebagai or-
ganisasi berbasis syariah. Kondisi tersebut
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memiliki kemiripan dengan beberapa kesi-
mpulan penelitian tentang pentingnya prin-
sip syariah, kerangka tata kelola syariah,
kerangka transparansi dan pengungkapan
syariah, dan kerangka tanggung jawab so-
sial syariah dalam pengelolaan dana Islamic
Sovereign Wealth Funds (ISWFs) (Bahoo &
Hassan, 2019). Oleh karena itu, akuntabil-
itas berbasis amanah dapat didefinisikan
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang
berorientasi kepada Tuhan untuk mencapai
tujuan pondok pesantren berupa pencipta-
an dan penyebaran kesejahteraan dan nilai
tambah bagi santri, pengasuh, kepala lem-
baga, masyarakat, dan alam sekitar.
Pondok pesantran menciptakan dan
menyebarkan kesejahteraan dan nilai tam-
bah dalam bentuk kemandirian bagi santri
berupa pemberdayaan, keringanan biaya,
dan pemenuhan kebutuhan. Pengasuh ikut
terlibat dalam proses penciptaan kesejahte-
raan dan nilai tambah melalui pengabdian
secara ikhlas dan juga menerima distribusi
kesejahteraan dan nilai tambah dari pon-
dok pesantren berdasarkan keaktifan di ke-
las. Musyawarah di antara jajaran pimpinan
(Abdullah, IKS, ketua yayasan, dan kepala
lembaga lainnya) merupakan bentuk pen-
ciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan
nilai tambah dalam proses pengambilan
keputusan pada pondok pesantren. Peran
serta masyarakat sekitar dalam pemenu-
han kebutuhan logistik pesantren seperti
petani dan pedagang yang menyediakan ba-
han makanan merupakan penciptaan dan
penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah
oleh pondok pesantren kepada masyarakat
dalam bentuk kerja sama yang terjalin se-
lama ini. Keterlibatan pondok pesantren
dalam mencegah perluasan area eksplorasi
tambang batu bara di sekitar permukiman
masyarakat dan pondok pesantren merupa-
kan upaya penciptaan dan penyebaran kese-
jahteraan dan nilai tambah bagi alam.

SIMPULAN

Penelitian ini memformulasikan kon-
truksi konsep akuntabilitas berdasarkan
perspektif amanah dalam shariah enterprise
theory (SET) pada pondok pesantren. Kon-
sep tersebut dapat didefinisikan sebagai
bentuk pertanggungjawaban yang berorien-
tasi kepada Tuhan untuk mencapai tujuan
pondok pesantren berupa penciptaan dan
penyebaran kesejahteraan dan nilai tam-
bah bagi santri, pengasuh, pengelola, ma-

syarakat, dan alam sekitar. Penciptaan dan
penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah
diwujudkan pondok pesantren dalam ben-
tuk kemandirian santri, keikhlasan penga-
suh, pelibatan musyawarah pengelola, kerja
sama dengan masyarakat, dan kepedulian
terhadap alam. Konsep ini mengharus-
kan pemenuhan tanggung jawab kepada
seluruh pemangku kepentingan, baik yang
terkait langsung maupun yang tidak terkait
langsung dengan aktivitas pondok. Santri,
pengasuh, dan pengelola merupakan direct
stakeholders pada konsep amanah dalam
SET, sementara masyarakat dan alam seki-
tar adalah indirect stakeholders pada konsep
amanah dalam SET.

Konsep akuntabilitas pondok pesan-
tren berdasarkan perspektif amanah ber-
dasarkan pula pada nilai religius dan spirit-
ual yang selama ini telah ada di pondok
pesantren. Konsep ini merupakan abstraksi
dari kondisi empiris pada pondok pesantren
yang diintegrasikan dengan konsep amanah
dalam SET. Nilai religius dan spiritual dalam
konsep yang dihasilkan penelitian ini sema-
kin kental karena merupakan hasil integrasi
data empiris (ayat kauniah) pada pondok pe-
santren dengan kondisi normatif (ayat qauli-
yah) yang mendasari konsep amanah dalam
SET. Dengan demikian, konsep ini berkon-
tribusi secara teoritis pada penajaman kon-
sep amanah dalam SET. Secara praktis kon-
sep ini memperteguh karakter religius dan
spiritual akuntabilitas yang telah diimple-
mentasikan pondok pesantren dan konsep
ini juga dapat ditransfer pada organisasi
berbasis syariah lainnya.
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